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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimanfaatkan 

seefisien mungkin dan dijaga kelestariannya sehingga dapat memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya bagi manusia. Di dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 

Dasar 1945 dinyatakan bawah “Bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar- 

besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Bahwa seiring dengan meningkatnya pembangunan untuk kepentingan umum 

yang memerlukan tanah, maka untuk pengadaannya perlu dilakukan secara cepat dan 

transparan dengan tetap memperhatikan prinsif penghormatan terhadap hak-hak yang 

sah atas tanah, oleh karena itu untuk memfasilitasi kepentingan rakyat dan 

pemerintah dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum maka dibentuk Panitia Pengadaan Tanah.

Ketentuan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini semata-mata 

hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan. 

Dengan demikian maka ketentuan ini hanya bisa diterapkan kalau ada tuntutan 

kepentingan umum menghendaki diadakannya suatu proyek atau kegiatan tertentu 

dari pembangunan yang menghendaki pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah 

setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian

i
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kepada yang berhak atas tanah tersebut. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan 

pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan 

pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah 

yaitu sebagai kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah 

yang dikuasainya dengan memberi ganti kerugian atas dasar musyawarah. “Hak Milik 

adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas 

tanah, dengan mengingat bahwa semua hak tanah itu mempunyai fungsi sosial”.1

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di 

dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau dilihat daripada kebutuhan 

Pemerintah akan tanah untuk keperluan berbagai macam pembangunan, dapatlah 

dimengerti bahwa tanah negara tersedia sangatlah terbatas sekali. Maka satu-satunya 

jalan yang dapat ditempuh, membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai 

hukum adat maupun hak-hak lainnya yang melekat di atasnya.

Pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan dan pemeliharaan hasil-hasil 

pembangunan bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah semata-mata, melainkan 

menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia, oleh karena itu rasa tanggung jawab 

masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus ditumbuhkan, 

dengan mengikutsertakan masyarakat secara adil. Dengan demikian kalau rakyat 

melepaskan tanah-tanah mereka, pelepasan hak itu perlu dengan rasa keikhlasan demi 

pembangunan bangsanya, tetapi Pemerintah juga dituntut untuk melaksanakan aturan 

perundang-undangan yang ada, pembebasan tanah tersebut tidak terlepas dari

’Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 93.

cara
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masalah ganli rugi. Pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang 

semula terdapat pada pemegang hak (penguasa tanah) dengan cara memberikan ganti 

rugi. “Ganti rugi atas tanah-tanah yang dibebaskan dapat berupa ; tanah-tanah yang 

telah mempunyai sesuatu hak dan tanah-tanah dari masyarakat hukum adat”.2

Dalam mengadakan penaksiran/mengenai besarnya ganti rugi, panitia 

pembebasan tanah harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang 

hak atas tanah dan/atau benda/tanaman yang ada di atasnya berdasarkan harga umum 

setempat. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat yang 

terkena pembebasan. Petunjuk mengenai pembebasan tanah, panitia mengadakan 

penaksiran/penetapan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan-bangunan serta 

tanaman-tanaman yang ada di atasnya dengan cara mengusahakan persetujuan antara 

kedua belah pihak berdasarkan musyawarah serta mempergunakan harga umum 

setempat sebagai pedoman, dan harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga tanah bersangkutan. Menurut Ali Achmad Chomzah bahwa 

tanah-tanah yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional, “apabila tanah-tanah 

tersebut dilihat dari salah satu aspek yaitu ; sifat dari jenis tanah, perombakan 

mengenai pemilikan dan penguasaan, status hukum atas tanah dan kepastian hak atas 

tanah”.3

2Soedharyo Soimin, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 

Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2003, hal. 11.
82.
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Terhadap keempat aspek dimaksud, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Apabila tanah itu dilihat dari aspek sifat dan jenis tanah, maka berarti kita sudah 

berkaitan/mengenai fungsi Tata Guna Tanah atau disebut Pengaturan Penggunaan

Tanah.

2) Apabila tanah itu dilihat dari Aspek Perombakan Mengenai Pemilikan dan 

Penguasaan, maka berarti kita sudah masuk pada Pengaturan Penguasaan dan

Pemilikan Tanah.

3) Apabila tanah itu dilihat dari Aspek Status Hukum Atas Tanah, maka berarti kita

sudah berkaitan dengan fungsi Pengurusan Hak Atas Tanah.

4) Apabila Tanah itu dilihat dari Aspek Kepastian hak atas Tanah, maka berarti kita

sudah berkaitan dengan/mengenai Fungsi Pendaftaran Tanah.

Dalam menetapkan besarnya ganti rugi atas bangunan dan tanaman-tanaman, 

panitia harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian setempat, tentang lokasi dan faktor-faktor 

strategis lainnya yang dapat mempengaruhi harga tanah. Demikian pula dalam 

menetapkan ganti rugi atas bangunan dan tanaman harus berpedoman pada ketentuan- 

ketentuan tersebut, yang ganti ruginya dapat berbentuk uang, tanah atau 

fasilitas-fasilitas lain.

Dalam pembebasan tanah itu, yang berhak atas ganti rugi ialah mereka yang 

berhak atas tanah/bangunan/tanaman yang ada di atasnya, dengan berpedoman 

kepada hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan-ketentuan 

dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam rangka pembebasan tanah ini kalau



5

dilihat komposisi keanggotaan panitia, kemungkinan kecil akan terjadi kebocoran- 

kebocoran, atau paling tidak rakyat akan benar-benar dilindungi haknya. Karena

panitia yang bertugas mengadakan 

penaksiran/penetapan besarnya ganti rugi atas tanah, dan bangunan-bangunan serta 

tanaman-tanaman yang ada di atasnya mengusahakan persetujuan kedua belah pihak 

berdasarkan musyawarah. Apabila tercapai kesepakatan harga, harus dilakukan 

langsung oleh Instansi yang memerlukan kepada yang berhak menerima. Dengan 

demikian kita harapkan tidak akan terjadi mandeknya pembangunan untuk 

kepentingan umum dari adanya oknum-oknum yang hendak mencari keuntungan 

pribadi. Hak dan kedudukan hukum pemegang hak harus dihormati, karena ini 

merupakan hak paling dasar. Mengingat tanah merupakan tumpuan hidup rakyat yang 

mempunyai nilai ekonomis, bagaimana mungkin kalau ganti rugi yang diterima untuk 

membeli tanah di tempat lain misalnya hanya dapat membeli tanah saja.

Pada dasarnya, tanah sejak asalnya tidak diberikan kepada perorangan. Jadi 

tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar dia 

hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selamat itu dikuasainya. Hal 

demikian adalah benar kalau kita mengkaji bahwa tanah di samping mempunyai nilai 

ekonomis, juga punya nilai sosial, yang berarti di sini, hak atas tanah tidaklah mutlak, 

namun demikian negara harus menghormati atas hak-hak yang diberikan atas tanah 

kepada warganegaranya, yang dijamin oleh Undang-Undang.

Hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warganegaranya berupa yang 

paling utama adalah hak milik, kemudian hak guna usaha, hak guna bangunan, hak

dalam penentuan, harga tanah,
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pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. Ini berarti nilai 

ekonomis hak atas tanah akan berbeda dengan hak yang melekat pada tanah 

itu, dengan demikian ganti rugi atas tanah juga menentukan berapa besar yang harus 

diterima dengan adanya hak berbeda itu, akan tetapi negara mempunyai wewenang di 

dalam melaksanakan pembangunan nasional oleh negara kita. Mekanisme pengadaan 

tanah yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi pembangunan

2. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah

3. Sosialisasi/Penyuluhan kepada masyarakat yang terkena lokasi pembangunan 

dimaksud.

secara

4. Penetapan batas lokasi yang terkena lokasi pembangunan.

5. Melakukan inventarisasi mengenai bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-

benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan.

6. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanahnya oleh petugas dari Kantor

Pertanahan setempat.

7. Pengumuman hasil inventarisasi dan pengukuran di Kantor Camat dan 

Kelurahan/Desa setempat untuk J angka waktu selama 1 tahun.

8. Melaksanakan musyawarah dalam rangka penetapan bentuk dan besarnya ganti

rugi.

9. Pelaksanaan pemberian ganti rugi, dengan disertai pelepasan dan penyerahan hak 

dari pemilik tanah kepada instansi yang memerlukan tanah.
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10. Pemberkasan dokumen pengadaan tanah dan diserahkan kepada instansi 

Pemerintah yang memerlukan tanah.

Dalam hubungannya dengan pembebasan tanah atau pencabutan hak atas 

tanah itu, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap segala keterangan 

dan data-data yang diajukan di dalam mengadakan taksiran akan ganti rugi dalam 

rangka pembebasan tanah yang akan terkena itu sehingga apabila telah mencapai 

suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan 

pembayaran ganti rugi dan ganti rugi ini hendaklah secara langsung kepada yang 

berhak, setelah itu baru diadakan pelepasan/penyerahan hak atas tanah yang 

bersangkutan, sehingga apa yang dikhawatirkan akan peranan calo-calo tanah dapat 

ditekan seminimal mungkin. Kalau pembebasan tanah secara musyawarah ini tidak 

dapat didapat jalan keluar, antara pemegang hak atas tanah dan Pemerintah, 

sedangkan tanah itu akan digunakan untuk kepentingan umum, maka dapat ditempuh 

dengan yang cara yang telah ditentukan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Penyelesaian perselisihan Pengadaan Tanah, apabila pemegang hak atas tanah 

tidak menerima keputusan pengadaan tanah, pemegang hak atas tanah dapat 

mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam 

Negeri sesuai kewenangan disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan 

alasan-alasan keberatan.

Setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak 

serta pertimbangan Panitia Pengadaan Tanah, Bupati/Walikota atau Gubernur atau
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Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya mengeluarkan keputusan yang dapat 

mengukuhkan atau mengubah keputusan penitia pengadaan tanah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menulis dan membahasnya 

dalam bentuk skripsi yang beijudul “Pengadaan Tanah Dalam Rangka 

Pembangunan Fly Over Simpang Polda Di Kota Palembang”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum/Negara 

Dalam Rangka Pembangunan Fly Over Simpang Polda Di Kota Palembang ?

2. Bagaimana Penyelesaian Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Kepentingan 

Umum/Negara Dalam Rangka Pembangunan Fly Over Simpang Polda Di 

Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Umum/Negara Dalam Rangka Pembangunan Fly Over Simpang Polda Di

Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui cara Penyelesaian Ganti Rugi Atas Tanah Untuk

Kepentingan Umum/Negara Dalam Rangka Pembangunan Fly Over Simpang 

Polda Di Kota Palembang.
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Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang hukum Perdata, sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis yaitu 

mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan 

Skripsi. Peraturan-peraturan dan Undang-Undang, sedangkan penelitian hukum 

sosiologis digunakan sumber data primer yang diperoleh dengan langsung dari 

penelitian lapangan dan wawancara dengan responden yang terkait.

L Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumberkan pada :

(1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan

studi dokumen.

(2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, di mana pengambilan 

data primer ini dilakukan dengan cara meminta keterangan kepada pihak- 

pihak yang terkait dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data 

(1) Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara cerhadap Kepala Kantor dan 

Kepala Humas Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan.



10

(2) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang

terdiri:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan 

dalam penelitian skripsi ini adalah perundang-undangan yang berlaku 

pada saat ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat 

digunakan dalam penelitian ini adalah Surat Kabar atau Majalah, Tulisan

Ilmiah, Buku-buku Hukum.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah hukum yang memberi petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum 

tertier yang digunakan antara lain ; Kamus Besar Bahasa Indonesia dan

Kamus Hukum.

Dari data yang didapat, baik data primer maupun data sekunder dianalisa 

secara sistematis kualitatif sehingga didapatkan suatu kesimpulan.
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